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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan Public Relation dewasa ini semakin dibutuhkan kalangan 
pemerintah sebagai pemangku kebijakan tak terkecuali Pemerintah Kota 
Solo. Dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, kegiatan public 
relation berperan sebagai jembatan antara kebijakan (produk birokrasi) 
dengan rakyat (subjek pembangunan).  
Solo merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi 
pariwisata dan kebudayaan yang cukup dikenal. Beberapa tujuan wisata di 
kota Solo seperti kraton Surakarta, Benteng Vesternberg, Museum Radya 
Pustaka, Taman Satwa Taru Jurug, Kraton Mangkunegaran, dan Kampung 
Batik Laweyan. Tak hanya pariwisata, Solo juga dikenal dengan kekayaan 
budayanya. Setiap tahun, berbagai event budaya digelar dan cukup 
semarak. Pengunjungnya selain dari dalam negeri, juga berasal dari luar 
negeri. 
Sejak era pemerintahan mantan walikota Jokowi, kita bisa melihat 
upaya penuh pemerintah kota dalam mendukung perkembangan 
pariwisata. Dukungan pada bidang pariwisata diwujudkan melalui 
pembangunan berbagai fasilitas penunjang pariwisata antara lain 
pengadaan Rail Bus Bathara Kresna (yang beroprasi dari Kota Solo–
 Wonogiri dengan jarak tempuh 37 km dengan waktu 1 jam 45 menit). 
Selain rail bus Bathara Krisna, ada juga penunjang fasilitas pariwisata 
yang lain yaitu bus tingkat werkudara. Bus tingkat ini hanya ditawarkan 
kepada wisatawan yang ingin berkeliling Solo.Lokasi yang bisa dituju, 
antara lain Keraton Surakarta, Kampung Batik Kauman dan Laweyan, 
Mangkunegaran, Museum Radya Pustakan dan sejumlah tempat lainnya. 
Bus tingkat dapat mengantar wisatawan sesuai keinginannya. Selain itu, 
bus tingkat ini juga berfungsi untuk mengenang masa lalu (nostalgia). 
Dulu bus tingkat adalah bus reguler, kalau bus tingkat kali ini konsepnya 
berupa bus wisata dengan paket atau carter. 
Selain fasilitas transportasi pariwisata, seiring dengan 
berkembangnya sektor pariwisata di Kota Solo beberapa tempat 
penginapan atau hotel semakin menjamur di wilayah Kota Solo. 
.Diantaranya Hotel Sunan, Fave Hotel, dan lain sebagainya. Hal ini tidak 
terlepas dari pemerintah, karena pada tahun 2014 izin pendirian hotel 
dipermudah. 
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, berkewajiban menjalin 
komunikasi yang baik dengan masyarakat khususnya mengenai kebijakan-
kebijakan pengembangan pariwisata. Salah satu caranya adalah melalui 
kegiatan promosi. Saat ini pemerintah Kota Solo sedang gencar dalam 
mempromosikan pariwisata melalui event-event kebudayaan seperti pada 
SBC (Solo Batik Carnival). Sebuah even tahunan yang diadakan oleh 
pemerintah Kota Surakarta dengan tujuan mengenalkan, meningkatkan 
 kecintaan, pelestarian batik sebagai warisan budaya leluhur yang patut kita 
jaga. Acara ini menggunakan batik sebagai bahan utama pembuatan 
kostum. Para peserta karnaval akan membuat kostum karnaval dengan 
tema-tema yang di tentukan. Para peserta akan mengenakan kostumnya 
sendiri dan berjalan di atas catwalk yang berada di jalan Slamet Riyadi. 
Karnaval ini diadakan setiap tahun pada bulan Juni sejak tahun 2008. 
Selain Solo Batik Carnival terdapat juga event Solo Indonesia 
Culinary Festival (SICF). Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah 
menjadikan SICF sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian 
pemerintah terhadap khasanah kuliner bangsa. Melalui kegiatan ini, 
masyarakat bisa menjajakan ataupun menikmati masakan tradisional yang 
murah dan enak. Selain itu acara Solo Indonesia Culinary Festival juga 
bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Solo. Selain itu para 
pengunjung atau wisataawan dapat ikut mengapresiasi karya anak negeri 
sekaligus ikut andil dalam melestarikan kuliner Jawa yang melegenda. 
Disbudpar Solo merupakan instansi pemerintahan yang  mengelola 
promosi kebudayaan dan pariwisata. Partisipasinya dalam event-event 
budaya bertujuan memberikan informasi tentang pariwisata kepada 
masyarakat. Dampak lainnya, mampu meningkatkan pendapatan asli 
daerah maupun pendapatan masyarakat sebagai pelaku industri pariwisata. 
Salah satu bentuk partisipasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
kota Solo dalam event budaya adalah keikut sertaannya dalam event java 
Expo 2015. Java Expo merupakan event tahunan  pameran industri 
 pariwisata berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2015 ini, Java Expo 
diselenggarakan oleh Sinergi Event Organizer bekerjasama dengan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah dan Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Solo. 
Kegiatan Java Expo bertujuan mempromosikan  Produk  dan Jasa  
Industri  Pariwisata serta penampilan seni budaya di berbagai daerah 
seperti Ponorogo, Batam, dan lainnya. Pada tahun ini, Solo menjadi tuan 
rumah karena Kota Solo telah menjadi salah satu kota yang memiliki 
potensi pariwisata yang cukup menjanjikan. 
Tujuan keikut sertaan Disbudpar dalam Kegiatan Java Expo adalah 
mempromosikan beberapa tempat wisata se eks-karesidenan Surakarta 
beserta kerajinan tangan khas dari daerah masing-masing.  
Kuliah Kerja Media (KKM) merupakan salah satu medium untuk 
menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah secara langsung di 
suatu instansi. KKM merupakan salah satu cara untuk belajar menghadapi 
kesulitan dan semua permasalahan khususnya bidang Public Relation serta 
mempelajari cara menghadapi masalah-masalah tersebut. KKM selain 
untuk belajar dan mempraktekkan ilmu secara langsung juga sebagai 
syarat dari penulisan Tugas Akhir guna untuk memperoleh sebutan profesi 
Ahli Madya (A.Md). melalui KKM ini juga sebagai dasar dari penulisan 
Tugas Akhir. 
Penulis tertarik untuk melakukan KKM di Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Solo khususnya di bagian promosi karena penulis ingin 
 mempraktekkan bagaimana humas berperan dalam membangun 
komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan penyampaian informasi 
dan pengenalan lebih dalam terkait produk kebudayaan dan pariwisata 
Solo. 
Secara lebih terperinci, penulis ingin mengetahui Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata kota Solo melakukan kegiatan promosi terkait 
fungsi PR melalui event budaya java Expo. Media apa saja yang 
digunakan dalam menyampaikan informasi dan promosi kepada 
masyarakat dalam kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, penulis mampu 
memetakan kekuatan dan kelemahan kegiatan tersebut hingga menemukan 
solusi sebagai pemecahan masalah. 
 
B. Tujuan Melakukan KKM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota 
Surakarta 
Penulis melakukan KKM di Divisi promosi Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Surakarta dengan tujuan: 
1. Tujuan Umum 
a. Untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli 
Madya (A.Md) Diploma III Komunikasi Terapan Jurusan 
Public Relation Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
b. Penulis ingin menerapkan apa yang telah didapat selama 
perkuliahan pada kegiatan Kuliah Kerja Media ini. 
2. Tujuan Khusus 
 a. Mengetahui peran Humas di Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Surakarta khususnya terkait kegiatan MPR 
(Marketing Public Relation) dalam mempromosikan 
pariwisata kota Solo. 
b. Mengetahui kegiatan MPR khususnya promosi produk 
budaya dan pariwisata kota Solo melalui event budaya Java 
Expo di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Public Relation 
A.1 Sejarah Public Relation 
Public Relations yang biasa ditulis dengan PR atau yang disebut 
juga dengan hubungan masyarakat, masih merupakan bidang baru di 
Indonesia. Perkembangan PR mempunyai hubungan yang erat sekali 
dengan kemajuan yang ada dalam masyarakat. Kegiatan PR sebenarnya 
telah dilakukan pada semenjak abad-abad yang lalu. Hanya pada waktu itu 
orang tidak menamakannya sebagai kegiatan PR. Misalnya, pada zaman 
Neolithic, bila seseorang menghubungi orang lain untuk menjual atau 
menukar barang hasil usahanya dengan barang lain kepada orang yang 
membutuhjannya, menurut ilmu pengetahuan berarti orang tersebut telah 
melakukan kegiatan PR.  
Demikian juga menurut (Wahidin Saputra & Rulli Nasrullah, 
2011:8) ketika Cleopatra dengan segala kemegahan seorang ratu 
menyambut Mark Anthony di tepi sungai Nil, Cleopatra pada waktu itu 
sedang mempraktikkan kegiatan PR. Jadi si penjual barang dan Cleopatra 
masing-masing telah berusaha mengadakan hubungan dengan orang lain 
yang sifatnya dapat menyenangkan dan menguntungkan kedua belah 
pihak. Dari para ahli sejarah, ada sebagian yang menyatakan bahwa PR 
 yang terorganisir walaupun secara sederhana sekali telah timbul pada 
zaman Gilda di Eropa.  
Pernyataan ini dikemukakan atas dasar, bahwa pada waktu itu di 
Eropa terdapat perkumpulan-perkumpulan dagang dalam bidang 
perniagaan yang sejenis. Mereka  masing-masing berusaha meningktkan 
produksinya dan memperluas pasarannya kepada publik tentang kualitas, 
manfaat, dan sebagainya (Wahidin Saputra&Rulli Nasrullah, 2011:9). 
Kegiatan tersebut telah menimbulkan pendapat bahwa public relations 
telah terjadi pada zaman tersebut.  
Selain itu pada zaman modern kegiatan PR juga telah dirasakan 
dengan jasa-jasa Ivy Lee pada suatu perusahaan Kereta Api, yaitu 
Pennsylvania Railroad, maka Ivy Lee dianggap sebagai bapak PR oleh 
sebagaian orang. Dan  Ivy Lee juga telah menerbitkan sebuah bulletin 
yang berjudul Public Relations di New York.  
A.2 Pengertian Public Relation 
Public Relation (PR) seringkali diartikan sebagai seseorang yang 
berperan di dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan image atau citra 
positif dari perusahaan. Menurut survey yang telah diadakan di Amerika 
Serikat 2000 orang termuka dalam bidang PR telah mengemukakan 
definisi mereka tentang PR. Dari definisi-definisi yang mereka sampaikan 
diantaranya terdapat anggapan-anggapan, bahwa PR itu adalah suatu ilmu; 
sistem; seni; fungsi; proses; profesi; metoda; kegiatan; dsb.  Berikut adalah 
pengertian PR menurut beberapa ahli (Keith Butterick 2011 : 8-10 ) ; 
  Harlow 
PR adalah fungsi manajemen yang unik yang membantu 
membangun dan memelihara jalur komunikasi, memunculkan 
pemahaman, kerja sama antara organisasi dan publiknya; 
melibatkan manajemen permasalahan dan isu; membantu 
manajemen untuk terus menginformasikan dan tanggap terhadap 
opini publik; mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab 
manajemen untuk melayani kepentingan umum ; membantu 
manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan 
secara efektif, melayani sebagai sistem peringatan dini untuk 
membantu mencegah kecenderungan negatif; dan menggunakan 
penelitian yang sehat dan etika komunikasi sebagai alat 
utamanya.  
 Warnaby & Moss  
PR adalah seni dan ilmu sosial yang menganalisis tren, 
memprediksi konsekuensi dari tren tersebut, memberikan 
masukan bagi para pemimpin organisasi, dan 
mengimplementasikan tindakan dari program yang direncanakan, 
yang akan melayani organisasi dan kepentingan publik. 
 Grunig and Hunt  
PR adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan 
publiknya. 
 
  Cutlip, Center, dan Broom  
PR adalah fungsi manajemen yang mengidentifikasi, 
membangun, dan mempertahankan hubungan yang saling 
menguntungkan antara organisasi dengan berbagai publik yang 
menjadi penentu kesuksesan dan kegagalannya. 
 J.c.,Seidel 
PR adalah proses yang kontinu dari usaha-usaha 
manajemen untuk memperoleh goodwill langganannya, 
pegawainya dan publik umumnya; ke dalam dengan mengadakan 
analisa dan perbaikan-perbaaikan terhadap diri sendiri, keluar 
dengan mengadakan pernyataan-pernyataan. 
A.3 Peran dan Fungsi Public Relation 
A.3.1 Peran PR 
Peranan PR dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi 
empat kategori (Dozier & Broom, 1995) ; 
1. Penasehat Ahli (Expert Prescriber) 
Seorang praktisi pakar PR yang berpenglaman dan 
memiliki kemampuan yang tinggi dapat membantu 
mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah 
hubungan dengan publiknya (public relationship). 
Hubungan praktisi pakar PR dengan manajemen 
organisasi seperti hubungan atanra dokter dengan 
pasiennya. Artinya, pihak manajemen bertindak pasif 
 untuk menerima atau mempercayai apa yang telah 
disarankan dari pakar PR (expert prescriber) dalam 
memecahkan dan mengatasi persoalan public relations 
yang tengah dihadapi oleh organisasi yang 
bersangkutan. 
2. Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator)  
Dalam hal ini, praktisi PR bertindak sebagai 
komunikator atau mediator untuk membantu pihak 
manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang 
diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dipihak 
lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali 
keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada 
pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal 
balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, 
mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi 
yang baik dari kedua belah pihak. 
3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem 
Solving process Fasilitator) 
Peranan praktisi PR dalam proses pemecahan 
persoalan public relations ini merupakan bagian dari 
tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu 
pimppinan organisasi baik dari penasihat (adviser) 
hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam 
 mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi 
secara rasional dan profesional. Biasanya dalam 
menghadapi suatu krisis yang terjadi, maka dibentuk 
suatu tim yang dikoordinir praktisi ahli PR dengan 
melibatkan berbagai departemen dan keahlian dalam 
satu tim yang tengah menghadapi atau mengatasi 
persoalan krisis tertentu. 
4. Teknik Komunikasi (Communication Technician) 
Berbeda dengan tiga peranan praktisi PR 
profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi 
dan peranan manajemen organisasi. Peranan 
communication technician  ini menjadikan praktisi PR 
sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan 
layanan teknis komunikasi atau yang dikenal dengan  
methode of communication in organization. Sistem 
komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-
masing bagian atau tingkatan (level), yaitu secara teknis 
komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang 
dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan 
akan berbeda dari bawahan ke tingkat atasan. Hal yang 
sama juga berlaku pada arus dan media komunikasi 
antara satu level, misalnya komunikasi antar karyawan 
 satu departemen dengan lainnya (employee relations 
and communication media model). 
A.3.2 Fungsi PR 
Fungsi dasar dari seorang PR diperuntukkan : 
 Menciptakan reputasi bagi perusahaan-perusahaan dan 
organisasi-organisasi, 
 Menciptakan reputasi para individual sebagai ahli di bidang 
yang dipilihnya, 
 Meningkatkan kesadaran terhadap produk dan layanan dan 
pada organisasi yang menngadakan mereka, 
 Mempertinggi nama baik dari suatu kedudukan masyarakat 
atau nama baik perusahaan, 
 Menyelenggarakan kampanye untuk mencapai tujuan 
tertentu. (Tony Greener, 1990:4) 
Dengan kata lain PR bertujuan uuntuk membuat 
masyarakat berpikir lebih tinggi tentang organisasi yang kita 
bawa. 
 
 
 
 A.4 Produk Kehumasan 
Produk kehumasan dapat berupa penulisan yang dibuat oleh 
seorang PR suatu organisasi. Menurut (Rosady Ruslan,2007:208) dalam 
bukunya Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi bentuk-
bentuk penulisan naskah kehumasan (PR Writting) yang masing-masing 
memiliki karakter dan gaya penulisan (style) yang berbeda, yaitu sebagai 
berikut : 
 Naskah (script) : Naskah pidato (speech writting), presentasi dan 
naskah sambutan. 
 Siaran (Release) : Siaran pers (press release), siaran berita (new 
release/letter) dan journal magazine (majalah internal). 
 Laporan (report) : Laporan tahunan, laporan bulanan, laporan 
semesteran. Dalam aktivitas publikasi PR dikenal dengan Annual 
Report (laporan keuangan tahunan perusahaan) dan Prospektus 
(publikasi prospek usaha komersial). 
 Profil (Profile) : Profil perusahaan dan produk (company profile 
and product) dalam bentuk majalah. 
 Promosi (Promotion) :Naskah tulisan promosi dalam bentuk artikel 
sponsor (advertorial), yaitu gabungan advertisment and editorial, 
dan korporatorial (Corporate Profile and Editorial) atau dikenal 
dengan istilah pariwara dan suplemen sisipan, brosur, leaflet dan 
katalog. 
 B. Goverment Public Relation (Humas Pemerintah) 
Di Negara demokrasi seperti Indonesia, Pemerintah selalu 
mengusahakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya. 
Melalui humasnya pemerintah menjelaskan kebijakan-kebijakan dan 
tindakan-tindakan yang diambilnya. Menurut John D. Millet dalam 
bukunya “Manajement in the Public Service the Quest for Effective 
Performent” Humas Pemerintah meliputi 4 hal pokok (Rusalan 
Rosady,1999:297), yaitu: 
1. Learning about public desires and aspiration. 
2. Advising the public about what is should desire. 
3. Ensuring statisfactory contact between public and government 
officials. 
4. Informing the public about what an agency is doing. 
Dari apa yang dituliskan Millet diatas, dapatlah dijelaskan bahwa: 
humas dalam lembaga pemerintahan meliputi kegiatan mempelajari 
keinginan dan aspirasi public. Memberi nasihat tentang apa yang 
sebaiknya menjadi keinginan public. Mengusahakan hubungan yang 
memuaskan antara public dan petugas-petugas pemerinatah serta 
memberikan penerangan dan informasi, apa yang dikerjakan oleh 
pemerintah. 
Pada umumnya tugas Humas Dinas Pemerintahan antara lain: 
1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat 
tentang pelayanan masyarakat, kebijakan serta tujuan apa dan 
 bagaiaman yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan 
program kerja tersebut. 
2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta 
mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta dalam 
pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang. 
3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah 
yang bersangkutan perlu dipelihara dan dipertahankan dalam 
melaksanakan tugas serta kewajibanya masing-masing. (Rosady  
Ruslan 1999:298) 
 Adapun fungsi pokok Humas pemerintah antara lain : 
1. Mengamankan kebijakan Pemerintah. 
2. Memberikan pelayanan dan penyebarluasan pesan atau Informasi 
mengenai kebijakan dan hingga program-program kerja secara 
nasional kepada masyarakat. 
3. Menjadi komunikator dan juga sekaligus sebagai mediator yang 
proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah disuatu 
pihak, dan menampung aspirasi, serta dalam memerhatikan keinginan-
keinginan publiknya dilain pihak. 
4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis 
demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan 
nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. (Rosady 
Ruslan,1999:299-300) 
 C. Marketing Public Relations 
Istilah marketing public relations dikemukakan pertama kali oleh 
Thomas L. Harris yang memberikan pengertian sebagai berikut : 
Marketing public relations is the process of planning and 
evaluating programs that encourage purchase and customers 
satisfying throughmcredible communication of information and 
impression that identify companies and their products with need, 
concern of customers.  
 
Marketing public relations adalah proses perencanaan dan pengevaluasian 
program- program yang mendorong pembelian dan kepuasan pelanggan 
melalui komunikasi berisi informasi yang dapat dipercaya dan kesan yang 
menggambarkan perusahaan dan produk-produknya sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan “(Rosady Ruslan,2001:243). 
Menurut Rhenald Kasali, “Khalayak marketing public relations 
adalah masyarakat dan konsumen” (2003:105).Berdasarkan pendapat-
pendapat tersebut, marketing public relations dapat diartikan sebagai 
pengelolaan komunikasi untuk memotivasi pembelian, dan kepuasan 
pelanggan,konsumen, dan masyarakat. Marketing public relations 
menunjukan adanya lalu lintas informasi dua arah mengenai produk dan 
atau organisasi. Lebih dari menyampaikan informasi marketing public 
relations mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan organisasi 
sehingga dalam benak pubik sasaran berkembang motivasi untuk 
melakukan pembelian.  
 
 Rosady Ruslan (2001:246) mengemukakan marketing public 
relations mempunyai tujuan sebagai berikut : 
1. Menumbuh kembangkan citra perusahaan positif publik eksternal atau 
masyarakat dan konsumen. 
2. Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan 
perusahaan 
3. Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relations 
4. Efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek 
Keberadaan marketing public relations yang dilandasi tujuan telah 
dikemukakan semakin penting dengan berperannya beberapa faktor. 
Menurut Saka Abadi (1994:49) faktor-faktor tersebut, yaitu : 
1. Pecahnya pasar yang bersifat masal 
2. Peledakan informasi dan teknologi 
3. Jaringan periklanan semakin kurang kuat 
4. Penekanan biaya promosi 
Bentuk-bentuk marketing public relations menurut Rhenald Kasali 
terdiri dari : 
1. Publikasi 
Kegiatan komunikasi untuk menjangkau dan mempengaruhi 
pasar sasaran mencakup laporan tahunan, brosur, artikel, audio 
visual, majalah perusahaan. 
2. Sponsorship 
 Kegiatan menarik khalayak sasaran atas produk ataukegiatan 
perusahaan lainnya dengan mengatur suatu peristiwa atau 
partisipasi dalam acara tertentu seperti seminar, konferensi, 
olahraga, peringatan hari jadi, pameran. 
3. Berita 
Kegiatan menemukan dan menciptakan informasi yang 
mendukung perusahaan maupun produk. 
4. Kegiatan layanan publik 
Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 
hubungan baik dengan masyarakat melalui pemberian 
sumbangan, aksi sosial. 
5. Media identitas 
Identitas atau ciri khas perusahaan seperti logo, warna, dan 
slogan. 
Pendapat tersebut, memberikan makna bentukbentuk marketing 
public relations bersifat dinamis sehingga terdapat kemungkinan adanya 
bentuk marketing public relations lain seperti yang telah dikemukakan 
dalam pelaksanannya di sebuah organisasi. Marketing public relations 
pada dasarnya merupakan komunikasi antara organisasi dengan pelanggan, 
konsumen, masyarakat. Pengelolaan komunikasi dengan tujuan tertentu 
sehingga dapatmempunyai bentukbentuk pengembangan dari komunikasi 
organisasi. 
 
 BAB III 
DESKRIPSI LEMBAGA ATAU INSTANSI 
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISBUDPAR) 
SURAKARTA 
 
A. Latar Belakang Disbudpar 
Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan bagian dan 
proses pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia 
sebagai bangsa yang maju, adil dan makmur. Tujuannya adalah untuk 
melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 melalui rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan melipuri 
seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 
Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga dikemukakan bahwa 
kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Sedangkan 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang 
mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan 
beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; 
dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang 
lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya 
 kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat 
penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, 
tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya 
memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-
nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis 
sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara 
positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. 
Sedangkan pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting 
dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja mendorong pemerataan 
kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan, dan memberikan 
koritribusi dalam penerimaan pendapatan daerah yang dihasilkan dan jumlah 
kunjungan wisatawan baik mancanegara (wisman) maupun nusantara 
(wisnus), serta berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan 
dalam upaya meningkatkan bangsa dan mendorong, kesadaran dan 
kebanggaan terhadap kekayaaan alam dan budaya bangsa dengan 
memperkenalkan kekayaan alam dan budaya. 
Agar pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan dapat berjalan 
dengan baik dan berkesinambungan maka diperlukan suatu perencanaan yang 
matang dan terstruktur, disusun berdayarkan data terkini dan akurat, 
berdasarkan visi dan misi Walikota, situasi dan kondisi daerah, diselaraskan 
dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kebudayaan dan 
kepariwisataan serta memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah, 
 swasta, maupun stakeholder kebudayaan dan kepariwisataan. Untuk itulah 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta bertekad mewujudkan cita-
cita luhur tersebut, diawali dengan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2011 – 2015 yang 
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2011-2015. Rencana Strategis tersebut 
diharapkan dapat memandu semua pihak khususnya jajaran Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan program dan kegiatan 
pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan selama 5 (lima) tahun ke 
depan. 
 
B. Landasan Hukum 
Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Viriwisata Kota Surakarta 
disusun berdasarkan pada: 
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentarg Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenting Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan 
antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tembahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tenting Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinann 
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 4741); 
14. Peraturan Pemerin.ah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Unisan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4698); 
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata; 
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta; 
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tabun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 - 2015 (Lembaran 
Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 12). 
19. Peraturan Walikcta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Surakarta. 
 
C. Maksud dan Tujuan 
Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Tim Renstra Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta merupakan perencanaan 5 (lima) 
tahunan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Maksud dan tujuan 
disusunnya Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut : 
 1. Maksud Penyusunan Renstra 
a. Menggambarkan kondisi saat ini dan masa mendatang selama 5 tahun 
ke depan. 
b. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikun pelaksanaan 
pembangunan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan. 
2. Tujuan Penyusunan Renstra 
a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat 
koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang 
kebudayaan dan kepariwisataan atau semua pihak pelaku pelayanan di 
bidang kebudayaan dan kepariwisataan (stakeholders). 
b. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Surakarta dalam mencapai visi, misi, tujuan dan 
strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan 
kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kota Surakarta tahun 
2010-2015 
c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk 
mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi 
penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada 
hasil. 
d. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah 
Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kota 
Surakarta dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan 
 program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan 
anggaran. 
e. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara 
proporsional. 
 
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraluran Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tabun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, seni, sejarah, 
kebudayaan dan purbakala. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta mempunyai fungsi : 
1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 
3. Penyelenggaraan dan pembinaan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan 
hiburan umum; 
4. Pembinaan dan pengembangan kesenian, bahasa, dan budaya; 
5. Pelestarian sejarah dan kepurbakalaan; 
6. Pembinaan pelaku wisata; 
7. Pengendalian dan pengembangan aset wista, seni dan kebudayaan; 
8. Pemasaran pariwisata; 
9. Penyelenggaraan sosialisasi; 
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 
dan fungsinya; 
11. Pembinaan jabatan fungsional; 
12. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 
Adapaun susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Surakarta adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas, membawahkan: 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Sarana Wisata; 
c. Bidang Seni Budaya Sejarah dun Purbakala; 
d. Bidang Pelestarian, Pemasaran dan Kerjasama; 
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UP TD); 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
2. Sekretariat, membawahkan: 
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Subbagian Keuangan; 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
3. Bidang Sarana Wisata, membawahkan: 
a. Seksi Akomodasi Wisata; 
b. Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan 
4. Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama, membawahkan: 
a. Seksi Pelestarian; 
b. Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata; 
 c. Seksi Kerjasama Pariwisata. 
5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Surakarta, tugas pokok dan fungsi struktur Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
1. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat 
mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan pertimusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; 
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu 
oleh Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Subbagian 
Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
Subbagiar Perencanaan, Evalunsi dan Pelaporan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas. 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: 
pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan 
tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan 
Dinas. 
 2. Bidang Sarana Wisata  
Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
peumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
akomodasi wisata dan rekreasi dan hiburan umum. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Sarana 
Wisata mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang akomodasi wisata. 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang, rekreasi dan hiburan umum. 
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Sarana 
Wisata dibantu oleh Seksi Akomodasi Wisata dan Seksi Rekreasi dan 
Hiburan Umum. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Sarana Wisata. 
Seksi Akomodasi Wisata mempunyai tugas, melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang 
Akomodasi Wisata, meliputi : usaha hotel, penginapan, restoran, travel 
biro, jasa boga, gedung pertemuan, money changer dan sejenisnya. 
Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
 di bidang Rekreasi dan Hiburan Umum, meliputi usaha impresariat, 
hiburan malam, ketangkasan, wisata air/ alam, asuransi wisata dan 
sejenisnya. 
3. Bidang Seni, Budaya, Sejarah dan Purbakala 
Bidang Seni, Budaya, Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang seni, budaya, sejarah dan purbakala. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Seni, 
Budaya, Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan  pembinaan dan pelaksanaan 
dibidang seni dan budaya; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang sejarah dan purbakala; 
c. Pelaksamtan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Seni, 
Budaya, Sejarah dan Purbakala dibantu oleh Seksi Seni dan Budaya dan 
Seksi Sejarah dan Purbakala. Masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bercanggungjawab kepada 
Kepala Bidang Seni, Budaya, Sejarah dan Purbakala. 
Seksi Seni dan Budaya tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Seni dan 
Budaya, meliputi: pelaksanaan kebijakan dan penetapan kebijakan 
 mengenai pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di 
bidang kesenian, penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam 
rangka kerjasama luar negeri, penetapan kriteria dan prosedur 
penyelenggaran festival, pameran dan lomba, pemberian penghargaan 
kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara, 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang kesenian, 
penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau 
benda kesenian, pelaksanaan pembentukan dan/ atau pengelolaan pusat 
kegiatan kesenian. 
Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
bidang Sejarah dan Purbakala, meliputi : pelaksanaan pedoman dan 
penetapan kebijakan di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah 
kebudayaan daerah, pemahaman, inventarisasi dan dokumentasi sumber 
sejarah dan publikasi sejarah, pemberian penghargaan tokoh yang berjasa 
terhadap pengembangan sejarah. 
4. Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama 
Bidang Pelestarian, Promosi dan Kerjasama mempunyai 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan dibidang pelestarian dan pengembangan asset, 
promosi dan informasi dan kerjasama. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang 
Pelestarian, Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi : 
 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang pelestarian dan pengembangan aset; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang promosi dan informasi; 
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan 
di bidang kerjasama; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan furgsinya, Bidang Pelestarian, 
Promosi dan Kerjasama dibantu oleh Seksi Pelestarian dan Pengembangan 
Aset, Seksi Promosi dan informasi, Seksi Kerjasama. Masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelestarian, Promosi dan 
Kerjasama. 
Seksi Pelestarian dan Pengembangan Aset mempunyai tugas 
melakukan pcnyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pengembangan produk pariwista, meliputi: 
pelaksanaan kebijakan dan penetapan pedoman pengembangan destinasi 
pariwsata, pelaksanaan kerjasama internasional dan fasilitasi kerjasama 
pengembangan destinasi pariwisata. 
Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
bidang usaha pariwisata, meliputi : penyelenggaraan widyawista, 
 penetapan dan pedoman paritsipasi dan penyelenggaraan pameran/ event 
budaya dan pariwisata, peserta/penyelenggra pameran/ event, road show, 
penerapan branding pariwisata dan penetapan tagline pariwisata dan 
pengumpulan dan penyusunan data base untuk pengadaan sarana 
pemasaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana pemasaran, pembuatan 
brosur/ leaflet/ booklet, majalah, banner, touch-screen dan sarana 
pemasaran lainnya serta pemeliharaannya, pengeloalaan sistem informasi 
pemasaran, penyediaan dan pendistribusian informasi produk kebudayaan 
dan pariwisata kepada pusat pelayanan informasi dan publik. 
Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang 
pengembangan sumber daya manusia, meliputi : pelaksanaan kebijakan 
dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata, pelaksanaan 
kerjsama dan fasilitasi kerjsama pengemabnga desitnasi pariwisata, dan 
penyelenggaraan widyawisata. 
Tourist Informations Center (TIC) merupakan bagian dari Divisi 
Informasi dimana juga menjadi salah satu tanggung jawab dari subbagian 
umum dan kepegawaian. TIC mampanyai tugas sebagai penghubung 
informasi dan penyampai informasi kepada Public. Mempunyai fungsi 
promosi untuk membantu seksi promosi dan informasi dalam 
mempromosikan dan memberikan informasi wisata kepada public. 
Berikut adalaha bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Surakarta: 
 LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 
BAGAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 
KOTA SURAKARTA 
 
 
Walikota Surakarta 
Ttd 
JOKO WIDODO 
 
Kepala 
Kelompok 
Jabatan 
Fungsional 
Bidang Sarana 
Wisata 
Seksi 
Akomodasi 
Wisata 
Seksi Rekreasi 
dan Hiburan 
Umum 
Bidang Seni, 
Budaya, Sejarah, 
dan Purbakala 
Seksi Seni dan 
Budaya 
Seksi Sejarah dan 
Purbakala 
UPTD 
Subbagian 
Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Subbagian 
Keuangan 
Subbagian 
Umum dan 
Kepegawaian 
Sekretariat  
Bidang Wisata 
Seksi Pelestarian dan Pengembangan 
Wisata 
Seksi Promosi dan Informasi Wisata 
Seksi Kerjasama 
  
E. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
1. Visi dan Misi 
Visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta 
dirumuskan dari visi dan misi Walikota terpilih periode 2010-2014. 
Dengan mengacu pada visi tersebut dirumuskan visi Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Surakarta sebagai berikut : 
“Mewujudkan Kota Surakarta sebagai pusat pelestarian dan 
pengembangan budaya Jawa serta daerah tujuan wisata” 
Misi tersebut merepresentasikan suatu kebulatan tekad bersama 
untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju di 
masa yang akan datang. Kondisi yang lebih baik dan lebih maju harus 
tercapai di semua sektor kehidupan masyarakat. Misi Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Surakarta dirumuskan sebagai berikut : 
a. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
kerjasama antar pelaku usaha jasa pariwisata. 
b. Pelestarian nilai dan kekayaan budaya guna memperkuat kecintaan 
dan kebanggaan terhadap budaya Jawa. 
c. Pengembangan industri pariwisata yang berbasis budaya dan berdaya 
saing. 
2. Tujuan 
 Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Surakarta Tahun 2011-2015 di atas, maka dirumuskan tujuan sebagai 
berikut: 
a. Meningkatkan pengembangan dan pembinaan seni dan budaya. 
b. Meningkatkan pengembangan dan pembinaan sejarah dan 
kepurbakalaan. 
c. Meningkatkan pembinaan dan pelestarian aset budaya. 
d. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata. 
Meningkatkan promosi dan pelayanan pariwisata. 
3. Sasaran 
Berdasarkan tujuan di atas, sasaran Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Surakarta tahun 2010 2015 dirumuskan sebagai berikut : 
a. Untuk mencapai tujuan nomor 1, ditetapkan sasaran sebagai berikut: 
1) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya, 
yang ditandai oleh hal berikut. 
Penyelenggaraan pengembangan seni dan budaya. 
2) Meningkatnya minat generasi muda dalam mempelajari seni dan 
budaya, yang ditandai oleh hal berikut: 
Penyelenggaran pembinaan seni dan badaya 
3) Meningkatnya penggunaan Bahasa Jawa dalam masyarakat, yang 
ditandai oleh hal berikut: 
Peraturan pendukung pengembangan Bahasa Java 
b. Untuk mencapai tujuan nomor 2, ditetapkan sasaran sebagai berikut: 
 1) Meningkatnya pengetahuan pelajar dan generasi terhadap warisan 
sejarah dan kebudayaan, yang ditandai oleh hal berikut: 
Penyelenggaraan pembinaan pelajar 
c. Untuk mencapai tujuan nomor 3, ditetapkan sasaran sebagai berikut: 
1) Meningkatnya karakter Kota Budaya, yang ditandai oleh hal 
berikut: 
 Pemasangan aksen budaya Jawa di ruang publik 
 Penyelenggaraan pentas-pentas kesenian 
2) Meningkatnya sarana dan prasaraua bagi pengembangan seni 
budaya guna meningkatkan pariwisata, yang ditandai oleh hal 
berikut: 
Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana 
3) Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pelestarian dan 
pengembangan seni budaya, yang ditandai oleh hal berikut: 
Penyelenggaraan atraksi budaya oleh masyakat 
4) Terwujudnya inventaris peninggalan sejarah dan budaya, yang 
ditandai oleh hal berikut: 
Penyelenggaraan inventarisasi peninggalan sejarah dan budaya 
d. Untuk mencapai tujuan nomor 4, ditetapkan sasaran sebagai berikut: 
1) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha jasa pariwisata terhadap 
peraturan peraturan perindang-udangan, yang ditandai oleh hal 
berikut: 
Jumlah lokasi monitoring dan pembinaan 
 2) Meningkatnya kerjasama antar stakeholder, yang ditandai oleh hal 
berikut: 
 Penyelenggaran kegiatan kerjasama peningkatan SDM 
 Penyelenggaraan peningkatan kerjasama dalam 
pengembangan pariwiasta 
3) Meningkatnya kejelasan peraturan perundang-undangan sebagai 
panduan pengembangan pariwisata, yang ditandai dengan: 
Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan 
pariwisata 
e. Untuk mencapai tujuan nomor 5, ditetapkan sasaran sebagai berikut: 
1) Meningkatnya pengembanga sistem informasi dalam pemasaran 
pariwisata, yang ditandai dengan: 
Penyelenggaraan kegiatan pengembangan sistem informasi 
2) Terwujudnya jaringan pengembangan pariwisata, yang ditandai 
dengan: 
Penyelenggaraan pengembangan jaringan pariwisata 
3) Meningkatnya promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri, 
yang ditandai dengan: 
Jumlah promosi pariwisata 
4) Meningkatnya kapasitas SDM di bidang pariwisata, yang ditandai 
dengan: 
Pelatihan pelaku pariwisata 
5) Meningkatnya pelayanan pariwisata yang ditandai dengan:  
 Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan 
6) Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata, yang ditandai 
dengan: 
Jumlah kegiatan pemeliharaan dan pcaingkatan sarana dan 
prasarana pariwisata 
7) Meningkatnya objek dan daya tarik wisata, yang ditandai dengan: 
 Jumlah kegiatan pengembangan objek wisata unggulan 
 Jumlah kegiatan penyelenggaraan bertaraf nasional dan 
internasional 
4. Strategi 
Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta untuk 
mencapai sasaran adalah sebagai herikut : 
a. Peningkatan pembangunan karakter dan pekerti masyarakat yang 
dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal. 
b. Pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam 
rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa. 
c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan 
pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya. 
d. Peningkatan pendukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan 
seni dan budaya masyarakat. 
e. Peningkatan pemahaman tentang kesejarahan. 
f. Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM bidang Pariwisata. 
 g. Pemantapan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan 
masyarakat atau pemangku kepentingan dalam pembangunan 
kepariwisataan. 
h. Penguatan industri pariwisata dan keterkaitan antara industri pariwisata 
dan industri kreatif. 
i. Pengembangan daya tarik wisata dan inovasi produk. 
j. Pemanfaatan media cetak, elektronik dan media kesenian tradisional. 
k. Meningkatkan pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku 
pariwisata melalui familiarization trip. 
l. Meningkatkan kuantitas pengguna bahan promosi kepariwisataan 
melalui penyediaan, penyajian dan diseminasi bahan promosi cetak, 
elektronik, dan publikasi kepariwisataan. 
m. Meningkatkan jumlah wisatawan melalui penyelenggaraan 
penyelenggaraan event pariwisata, serta dukungan bagi 
penyelenggaraan event seni dan budaya. 
n. Meningkatkan pelaksanaan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, 
dan pameran (Meeting, Incentive, Convention, and ahibition/ MICE) 
baik nasional dan internasional melalui penyelenggaraan dan dukungan 
event MICE. 
o. Meningkatnya dukungan bagi partisipasi seluruh stakeholders dalam 
promosi pariwisata Indonesia melalui dukungan perencanaan dan 
regulasi. 
 
 5. Kebijakan 
Sedangkan kebijakan dari strategi pencapaian sasaran Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua 
pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara 
berkesinambungan. 
b. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam 
pengembangan dan pelestarian nila-nilai brdaya guna menghadapi 
globalisasi. 
c. Meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam 
mengelola dan melestarikan aset budaya. 
d. Meningkatkan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai 
luhur dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bemilai 
luhur di masyarakat. 
e. Menyediakan aturan hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha 
kepariwisataan yang sehat. 
f. Meningkatkan tasilitasi terhadap pengembangan usaha pariwisata. 
g. Meningkatkan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas. 
h. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas 
dan berkesinambungan. 
i. Memfasilitasi industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai 
tambah daya tarik wisata. 
 j. Mengembangkan budaya daerah yang mendukung kunjungan dan 
atraksi wisata. 
 
F. Rencana Program dan Kegiatan 
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi di atas, maka program dan 
kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tahun 2011-2015 
mengacu pada Permendagri nomor 59 tahun 2007 adalah sebagai berikut: 
1. Program Pengembangan Nilai Budaya  
Tujuan: Pembinaan seni budaya 
Sasaran: 
a. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya Jawa 
b. Meningkatnya penggunaan Bahasa Jawa di masyarakat  
Kegiatan: 
a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 
b. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. 
2. Program Pengelolaan Kekavaan Budaya  
Tujuan: 
a. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya. 
b. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap peninggalan sejarah dan 
kepurbakalaan. 
c. Pembinaan seni dan budaya. 
d. Pembinaan sejarah dan kepurbakalaan. 
Sasaran: 
 a. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya. 
b. Inventarisasi dan dokumentasi sumber-sumber sejarah budaya. 
c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya Jawa. 
d. Meningkatnya pengetahuan, apresiasi, dan pelestarian adat dan budaya 
Jawa di kalangan pelajar Kota Surakarta. 
Kegiatan: 
a. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya. 
b. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah 
purbakala, museum dan peninggalan bawah air. 
c. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata. 
d. Pengembangan nilai dan goegrafi sejarah. 
3. Program Pengelolaan Keragaman Budava 
Tujuan : Pembinaan Beni budaya. 
Sasaran : Meningkatnya minat generasi muda dalam mempelajari 
budaya Jawa. 
Kegiatan : Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 
Tujuan :  Penyusunan rencana program dan peturjuk teknis pembinaan 
prasarana wisata dan budaya. 
Sasaran :  Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. 
 Kegiatan :  Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap 
peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan 
keserasian antar perundang-undangan daerah 
5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
Tujuan :  Pengembangan promosi, informasi dan jaringan pemasaran 
pariwisata 
Sasaran :  Meningkatnya pengenalan potensi dan daya tarikpariwisata 
Kota Surakarta 
Kegiatan : 
a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran 
pariwisata. 
b. Pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata. 
c. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri. 
d. Pelatihan pemandu wisata terpadu. 
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
Tujuan: 
a. Pengembangan promosi, informasi dan jaringan pemasaran pariwisata. 
b. Pembinaan pelestarian dan pengembangan aset budaya. 
Sasaran: 
a. Bertambahnya objek dan daya tarik wisata. 
b. Berkembangnya fasilitas/ kegiatan wisata, seni dan budaya. 
c. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 
Kegiatan: 
 a. Pengembangan objek pariwisata unggulan 
b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 
c. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 
d. Peningkatan bangunan, sarana dan prasarana pariwisata 
7. Program Pengembangan Kemitraan  
Tujuan: 
a. Pelestarian dan pengembangan aset wisata. 
b. Pengembangan aset wisata sebagai objek dan daya tarikwisata. 
c. Pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata. 
d. Pengembangan kerjasama di bidang pariwisata. 
Sasaran: 
a. Meningkatkan pengetahuan, apresiasi, dan pelestarian adat dan budaya 
Jawa Kota Surakarta untuk dapat digunakan sebagai daya tarik wisata. 
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik wisata. 
c. Meningkatnya profesionalisme pengelola usaha jasa pariwisata. 
d. Meningkatnya kerjasama antar stakeholders dalam pengembangan 
sektor pariwisata. 
Kegiatan: 
a. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata 
bekerjasama dengan lembaga lainnya. 
b. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang 
pariwisata. 
 c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan 
pariwisata 
8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya  
Tujuan :  Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya 
Sasaran :  Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya 
Kegiatan: 
a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. 
b. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB IV 
PELAKSANAAN KKM 
 
 
A. Pelaksanaan Kuliah Kerja Media  
Kuliah Kerja Media (KKM) adalah kewajiban bagi setiap mahasiswa 
Diploma III Komunikasi Terapan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
Profesional Ahli Madya (A.Md).Praktek KKM merupakan salah satu sarana 
mahasiswa untuk mengenal lebih jauh kerja nyata. 
Penulis melakukan KKM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Surakarta, yang beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi 275 Solo 57141, Jawa 
Tengah. KKM dilaksanakan mulai tanggal 9 Maret 2015 hingga 4 Mei 2015 
dengan 5 hari kerja setiap minggu, yaitu dari hari Senin sampai Jumat, adapun 
jam kerja adalah Senin – Kamis  masuk mulai pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB, 
hari Jumat mulai pukul 07.00 WIB – 11.00 WIB.  
Pada awal Kuliah Kerja Media (KKM) penulis memperoleh 
penjelesan mengenai kegiatan kerja yang akan dilakukan penulis selama 
magang oleh Bapak Tony Rachmad W.,SE,MM selaku Kasubag 
Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Pada 
minggu pertama, penulis ditempatkan pada bidang sarana pariwisata. 
Namun pada minggu-minggu terakhir penulis diberikan kesempatan untuk 
fokus pada divisi Promosi. Pada minggu pertama penulis dalam tahap 
 orientasi atau pengenalan terhadap tempat bidang divisi yang akan 
ditempati. Dan penulis berkesempatan membantu sebagian kecil pekerjaan 
staf disana. Adapun tugas-tugas yang telah dikerjakan antara lain: 
 Rekapitulasi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) per kegiatan 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bulan April 2015 
 Penerimaan tamu baik melalui telfon maupun langsung 
bertatap muka dengan tamu di kantor Disbudpar sesuai 
dengan prosedur penerimaan tamu dari TIC (Tourist 
Information Center) 
Diminggu kedua, penulis sedikit lebih santai dengan keadaan 
sekitar dan mampu memulai interaksi dengan staff atau karyawan dari 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun tugasnya: 
 Pembuatan dan cetak amplop Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Surakarta maupun cetak amplop dari 
Disbudpar Propinsi. Disini sedikit mengalami kendala 
mengenai logo antara Disbudpar Solo dan Propinsi Jawa 
tengah berbeda. Namun berkat hubungan komunikasi yang 
baik antara peserta KKM dengan staff Disbudpar berjalan 
dengan baik, peserta mendapat bimbingan langsung dari 
staff. 
 Pembuatan Laporan Usaha Pariwisata ,yakni meliputi 
pemilik beberapa pemilik Rumah makan, Cafe, serta tempat 
hiburan di Kota Solo. 
 Kemudian selanjutnya, penulis kembali melakukan kegiatan seperti 
mingu-mingu yang lalu. adapun tugas-tugas yang telah dikerjakan antara 
lain: 
 Pembuatan Nota Dinas Kepala Bidang Sarana Wisata 
(Disposisi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) 
dalam acara HUT TNI Angkatan Udara, Paguyuban 
Pedagang dalam Taman Sriwedari dalam acara ini 
Disbudpar selaku pemerintah memberikan sosialisasi 
terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan 
disekitar kompleks Taman Sriwedari. Kemudian pembuatan 
Nota Dinas Grand Opening Hotel Sala View. 
 
Di minggu selanjutnya penulis mendapatkan tugas langsung terjun 
ke lapangan, antara lain : 
 Mengikuti kegiatan survey dalam kegiatan festival gethek 
mengenai persiapan kapal SAR dan lain-lain. Mengingat 
bapak Walikota turun langsung mengikuti kegiatan festival 
tersebut dengan menumpang salah satu gethek disana. 
 Mengikuti kegiatan Survey Solo Indonesia Culinary 
Festival 2015 (SICF 2015). Dalam hal ini melihat langsung 
ke venue mengenai persiapan dari tenda-tenda stand peserta 
SICF. 
 
  Pada minggu kelima ini, penulis dilibatkan langsung dalam 
kegiatan SICF langsung. Peserta dilibatkan dalam menjaga 
stand makanan khas daaerah Forum Solo Raya. SICF juga 
merupakan event rutin tahunan yang dibuat oleh 
pemerintah Kota Solo. 
 
Gambar 1- Pamflet SICF 
Bertempat di Benteng Vastenburg, event ini digelar 
selama 4 hari, dari tanggal 2 April 2015 hingga 5 April 
2015. Dalam event kali ini Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata membuka stand, dan menjajakan berbagai 
makanan dan minuman khas dari beberapa daerah. Dengan 
harga yang cukup bervariasi, masyarakat sangat antusias 
untuk membeli makanan dan minuman khas dari forum 
Solo raya yakni daerah eks-karesidenan Surakarta.Event 
SICF 2015 ini menjadi ajang bagi Disbudpar untuk 
memperkenalkan lebih jauh mengenai makanan khas dari 
 daerah Solo dan sekitarnya, menawarkan, dan 
menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan 
pariwisata maupun kuliner kepada khalayak luas. 
Di minggu ke enam ini, peserta kembali beraktifitas di dalam 
kantor Disbudpar kembali. Adapun tugas antara lain: 
 Pembuatan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)  
Dalam hal ini penulis diminta untuk membantu divisi lain 
yakni bidang sekertariat dan kepegawaian untuk membuat 
laporan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Isi dari laporan ini 
meliputi tentang presensi dari kehadiran para pegawai. 
 Membuat kliping mengenai festival yang sudah berjalan, 
mengingat ada sedikit pemberitaan miring di media massa 
maupun elektonik 
Dalam minggu ke tujuh peserta mendapat tugas antara lain: 
 Membuuat Surat Dinas kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikaan mengenai permohonan piala wali kota . 
 Membantu persiapan rapat pemilik kafe. Dalam hal ini 
Dinas Kebudayaan dan pariwisata menjalin silaturahmi 
sekaligus memberikan sosialisai terhadap pemilik kafe yang 
berdiri di sekitar kompleks Sriwedari. 
 Dalam minggu terakhir ini penulis mendapatkan tugas di Bakorwil 
II dalam rangka persiapan sosialisasi pemilik Spa yang ada di Kota Solo. 
 Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi 
yang bekerja sama dengan Disbudpar Kota Solo.  
 
Gambar 2- kegiatan pembinaan usaha Spa 
 
 Dalam hal ini penulis mempersiapkan kegiatan sekaligus menjadi 
notulen dalam acara tersebut. kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan, Spa 
yang ada di kota solo mempunyai SDM terapis yang berkompeten. Dan 
diharapkan Spa menjadi kunjungan pariwisata Kota Solo. 
 
Gambar3- Penulis menjadi Notulen di Pembinaan Spa 
 
 B. Bidang Promosi Pariwisata Disbudpar (Dinas kebudayaan dan 
Pariwisata) Surakarta 
Seksi promosi dan Informasi wisata berada dibawah bidang wisata yang 
langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Surakarta. Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan bidang usaha pariwisata, meliputi : penyelenggaraan widyawista, 
penetapan dan pedoman paritsipasi dan penyelenggaraan pameran/ event 
budaya dan pariwisata, peserta/penyelenggra pameran/ event, road show, 
penerapan branding pariwisata dan penetapan tagline pariwisata dan 
pengumpulan dan penyusunan data base untuk pengadaan sarana pemasaran, 
pengadaan dan pemeliharaan sarana pemasaran, pembuatan brosur/ leaflet/ 
booklet, pamflet, majalah, banner, touch-screen dan sarana pemasaran lainnya 
serta pemeliharaannya, pengeloalaan sistem informasi pemasaran, penyediaan 
dan pendistribusian informasi produk kebudayaan dan pariwisata kepada pusat 
pelayanan informasi dan publik. 
 
C. Promosi Pariwisata dan Kebudayaan Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata) dalam Event Java Expo 
Disbudpar membangun komunikasi mutual dengan masyarakat melalui 
kegiatan pesta rakyat Java Expo. Java Expo merupakan event tahunan  
pameran industri pariwisata berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2015 
ini, Java Expo diselenggarakan oleh Sinergi Event Organizer bekerjasama 
 dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah dan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo. 
Kegiatan Java Expo bertujuan mempromosikan  Produk  dan Jasa  Industri  
Pariwisata serta penampilan seni budaya di berbagai daerah seperti Ponorogo, 
Batam, dan lainnya. Pada tahun ini, Solo menjadi tuan rumah karena Kota 
Solo telah menjadi salah satu kota yang memiliki potensi pariwisata yang 
cukup menjanjikan. 
Java Expo 2015 mengusung tema “Meningkatkan Produktivitas, Mutu dan 
Daya Saing Produk Dalam Negeri Menuju AEC 2015”. Event berskala 
nasional ini berkolaborasi dengan Solo Mikro Expo 2015 dan bertepatan 
dengan HUT Pemkot Solo tahun 2015. 
Kegiatan semacam ini dimanfaatkan oleh Disbudpar kota Solo sebagai 
sarana yang cukup efektif dalam mempromosikan Industri Pariwisata kepada 
pengunjung Java Expo. Menurut Tjiptono, promosi pada hakekatnya adalah 
bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 
mempengaruhi atau membujuk, mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 
dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.  
Pada event Java Expo tahun ini, Dinas Kebudayaan dan Pawisata kota 
Solo berpartisipasi dengan mengisi salah satu stand bekerja sama dengan 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata se eks-karesidenan Surakarta. Posisi stand 
Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota solo berada pada urutan nomer 29. 
Didesign sedemikian rupa mewakili ciri khas kota Solo. 
 Sesuai instruksi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta , penulis 
ditugaskan untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan. Pertama, Sebagai 
peserta pameran atau event pariwisata Java Expo. Kedua, penyediaan dan 
pendistribusian informasi produk kebudayaan dan pariwisata melalui kegiatan 
Java Expo 2015. 
 
Gambar 4 – Pamflet Disbudpar kota Solo 
 
Dalam upaya penyediaan dan pendistribusian informasi produk 
kebudayaan dan pariwisata, penulis berpartisipasi : 
 Pertama, penulis ditugaskan menyampaikan informasi secara lisan kepada 
pengunjung stand. Informasi yang diberikan terkait biaya akomodasi dan 
transportasi di objek wisata tertentu. Selain itu tentang fasilitas-fasilitas 
yang ada di objek wisata. 
 Kedua, pendistribusian pamflet. Definisi pamflet sendiri adalah tulisan 
yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan 
maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi 
atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau 
bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil (dapat juga disebut 
 selebaran). Pamflet dapat pula terdiri dari beberapa lembar kertas yang 
dilipat atau disatukan secara sederhana sehingga menjadi sebuah buku 
kecil. 
Tujuan dari pembuatan pamflet yang diterbitkan oleh Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata kota Solo adalah memberikan informasi 
kepada masyarakat khususnya wisatawan domestik dan mancanegara 
tentang obyek wisata di berbagai daerah eks-karesidenan Surakarta. 
Selain biaya yang cukup murah, pamflet memiliki kemudahan dalam hal 
produksi serta distribusi. Masing-masing dari Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata dari berbagai daerah se eks-karesidenan Surakarta 
menampilkan pamflet pariwisata. 
Adapun isi dari pamlet tersebut meliputi : 
a. Sejarah berdirinya kota. 
b. Situs-situs penting milik daerah,  
c. Peta lokasi tempat wisata beserta foto destinasi 
d. Agenda kegiatan kebudayaan setiap tahun.  
e. Di beberapa tujuan wisata disertai dengan nama penginapan 
dan rumah makan sebagai fasilitas penunjang pariwisata. 
  
Gambar 5 –  pamflet Disbudpar se-eks karisedenan Surakarta 
 
 Ketiga, display kerajinan tangan khas masing-masing daerah se eks-
karesidenan Surakarta. Boyolali mempromosikan sebuah kerajinan khas 
dari cepogo berupa kerajinan logam yang berbentuk tempat untuk 
menampung hasil dari pemerahan susu. Disamping perindustrian 
kerajinan logam dan pariwisatanya Kota Boyolali dikenal dengan ciri 
khas dengan produksi susu sapi terbesar di Jawa Tengah. Tak mau kalah 
menarik dari Boyolali, Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Klaten dan Sragen menampilkan beberapa industri kerajinan tangan dari 
masing daerah. Klaten yang mempunyai ciri khas dengan kerajinan tanah 
liat dan Sragen dengan ciri khas purbakalanya. Karena di Sragen terdapat 
museum sangiran sebuah tempat wisata yang menyajikan tentang 
kehidupan purbakala. 
 Keempat, banner. Banner dipasang mengelilingi stand berisi foto dari 
beberapa contoh tempat wisata di setiap masing-masing daerah. 
Tujuannya, agar pengunjung mengetahui gambaran tentang tempat wisata 
 yang akan dikunjungi. Penulis turut berkontribusi dalam kegiatan 
dekorasi stand. 
 Kelima, LCD. Media elektronik LCD juga digunakan untuk memutar 
sejarah dan pariwisata kota Solo maupun Kota lainya yang ditampilkan di 
sisi kiri stand. 
 Keenam, penampilan penyampai informasi. Dalam segi pakaian, penulis 
dituntut untuk membangun ciri khas kota Solo dengan mengenakan 
kemeja batik. Instruksi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah 
kami diberi tugas untuk mempromosikan dan menjelaskan lokasi tentang 
tempat pariwisata se eks-karesidenan Surakarta dengan media cetak 
elektronik. Dari segi media cetak , kami menggunakan beberapa pamflet 
dari berbagai daerah pariwisata. 
Dari sisi pengunjung, peminat informasi melalui medium pamflet cukup 
banyak. Tidak hanya dari luar kota namun juga dalam kota Solo. Kebanyakan 
dari warga Solo sendiri kurang mengetahui keberadaan tempat pariwisata yang 
baru, seperti tempat wisata yang berada di Klaten yaitu Umbul Ponggok. 
Selain itu banyak dari pengunjung hanya mengambil pamflet  untuk sekedar di 
bawa pulang untuk diberikan kepada keluarga yang berasal dari luar kota. 
Sementara itu, pengunjung dari luar kota eks-karesidenan Surakarta 
kebanyakan menanyakan tentang waktu, biaya dan gambaran tentang destinasi 
yang ingin ditujukan. Selama event Java Expo ada satu pengunjung dari 
Perancis yang mengunjungi stand Disbudpar. Turis tersebut tertarik dengan 
 kerajinan batik Laweyan. Bahkan mereka menjuluki Solo sebagai kota “Surga 
Batik”. 
Sebagian dari pengunjung membeli beberapa souvenir yang disediakan. 
Namun, setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah adalah bersifat non 
profit. Masyarakat atau pengunjung diarahkan menuju lokasi tujuan wisata 
yang dipromosikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. KESIMPULAN 
 Kota solo merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi 
pariwisata dan kebudayaan yang cukup menjanjikan. Bila kita amati akhir-akhir 
ini, terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur pariwisata seperti dalam 
bidang transportasi maupun penginapan.  
Pemerintah Kota sebagai pemangku kebijakan, berkewajiban menjalin 
komunikasi yang baik dengan masyarakat khususnya terkait kebijakan-kebijakan 
pengembangan pariwisata. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan promosi 
dalam mengenalkan potensi pariwisata kepada masyarakat.  
Saat ini pemerintah Kota Solo sedang gencar dalam mempromosikan 
pariwisata melalui event-event kebudayaan. Salah satu peran dari pemerintah 
yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam event budaya adalah keikut 
sertaannya dalam event SICF  (Solo international Culinarty Festival), festival 
Gethek, hingga event yang cukup fenomenal yakni java Expo 2015.  
Disbudpar Solo merupakan instansi pemerintahan yang  mengelola 
promosi kebudayaan dan pariwisata. Partisipasinya dalam event-event budaya 
bertujuan memberikan informasi tentang pariwisata kepada masyarakat. Dampak 
lainnya, mampu meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan 
masyarakat sebagai pelaku industri pariwisata 
  Dalam kegiatan-kegiatan marketing Public Relation, penulis menilai Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata cukup berhasil dalam event Java Expo. Pada 
dasarnya, masyarakat Kota Solo maupun wisatawan luar kota Solo sangat antusias 
mengikuti berbagai kegiatan tahunan yang diselanggarakan baik oleh pemerintah 
ataupun komunitas-komunitas masyarakat di kota Solo. Dengan memanfaatkan 
event Java Expo 2015, pemerintah dapat mempromosikan tempat pariwisata dan 
event budaya Kota Solo dengan cakupan khalayak yang cukup luas. 
 Khususnya melalui event Java Expo, Pemerintah Kota Solo bekerja sama 
dengan Dinas kebudayaan dan Pariwisata se-eks karesidenan Surakarta. 
Disbudpar juga menggunakan media promosi seperti pamflet. Pamflet dianggap 
efektif dalam kegiatan promosi karena dapat didesign semenarik mungkin, selain 
itu pamflet lebih mudah dibawa konsumen dalam kegiatan promosi. Disisi lain 
pamflet mampu menekan biaya pengeluaran namun tidak mengurangi nilai fungsi 
B .SARAN 
Berdasarkan kegiatan Kuliah Kerja Media yang telah dilakukan oleh 
penulis, maka penulis memiliki dua saran untuk Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata dan Program Studi DIII Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik UNS sebagai berikut : 
1. Saran untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta 
a. Kegiatan Marketing Public Relation Disbudpar dalam kegiatan 
event budaya agar menyiapkan jauh hari terkait tempat, media yang 
digunakan maupun dekorasi ruang. Karena setiap tahun Kota Solo 
menjadi tuan rumah dalam kegiatan. 
 b. Media dalam kegiatan promosi di era internet ini, humas disbudpar 
harus mampu memnfaatkan perkembangan internet. 
2. Saran untuk Studi DIII Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik, UNS :  
a. Pihak kampus hendaknya memelihara hubungan dengan baik pihak 
instansi magang, agar mahasiswa mampu melakukan kegiatan KKM 
sesuai dengan kegiatan PR. 
b. Pihak universitas hendaknyamenjaga hubungan yang baik dengan 
instansi magang untuk mempermudah mahasiswa/i yang akan 
melaksanakan magang pada tahun berikutnya. 
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